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ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji isu kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian
sengketa transfer pricing pada Pengadilan Pajak Indonesia, sebagai bagian dari
upaya menegakkan keadilan perpajakan. Transfer pricing adalah praktik penetapan
harga dalam transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Praktik
ini berpotensi disalahgunakan untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi pajak yang
lebih rendah, sehingga berdampak pada penerimaan negara dan menimbulkan
sengketa antara Wajib Pajak dengan otoritas perpajakan. Sengketa ini seringkali
muncul akibat perbedaan penafsiran terhadap prinsip kewajaran dan kelaziman
usaha (arm’s length principle) dan ketentuan hukum yang mengaturnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana regulasi perpajakan yang
berlaku telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak, serta mengevaluasi
langkah-langkah yang diambil oleh otoritas perpajakan dalam menangani sengketa
transfer pricing agar mencerminkan keadilan. Metode penelitian yang digunakan
adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Teori
yang digunakan meliputi teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch dan teori
keadilan dari John Rawls.

Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi perpajakan terkait
transfer pricing di Indonesia masih menimbulkan multitafsir, terutama dalam
penerapan metode pembanding dan penentuan harga wajar atas transaksi afiliasi.
Putusan Pengadilan Pajak juga belum sepenuhnya mencerminkan konsistensi,
sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi Wajib Pajak. Data perkara dari tahun
2019 hingga 2023 menunjukkan tren meningkatnya jumlah sengketa transfer
pricing, serta adanya disparitas dalam amar putusan, yang memperlihatkan
lemahnya kepastian. hukum dan inkonsistensi dalam penegakan keadilan
perpajakan.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan regulasi perpajakan yang
lebih jelas dan terstandarisasi, penyusunan panduan transfer pricing nasional, serta
penguatan kapasitas hakim Pengadilan Pajak dan otoritas perpajakan. Selain itu,
perlu didorong pemanfaatan mekanisme non-litigasi seperti Advance Pricing
Agreement (APA) dan Mutual Agreement Procedure (MAP) untuk mencegah
sengketa sejak dini.

Dengan pembenahan aspek regulatif dan kelembagaan, diharapkan sistem
perpajakan Indonesia mampu menjamin kepastian hukum dan adil, mendorong
kepatuhan Wajib Pajak, dan menciptakan keadilan dalam hubungan antara negara
dan masyarakat dalam konteks perpajakan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Transfer Pricing, Keadilan Perpajakan, Pengadilan
Pajak, Sengketa Pajak.
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ABSTRACT

This study examines the legal certainty in the enforcement of tax justice concerning
transfer pricing disputes adjudicated at the Tax Court in Indonesia. Transfer
pricing refers to the pricing arrangements for transactions between affiliated
entities within multinational corporations. Although legal, this practice can be
misused to shift profits to low-tax jurisdictions, thereby reducing tax liabilities and
potentially harming the state's revenue. In Indonesia, such disputes often arise due
to differing interpretations of the arm’s length principle, resulting in legal
uncertainty for taxpayers.

The objective of this research is to analyze the extent to which Indonesia’s tax
legislation on transfer pricing ensures legal certainty for taxpayers and to evaluate
the measures taken by tax authorities in handling such disputes in a manner
consistent with the principles of justice. This study adopts a normative juridical
approach, using statutory and conceptual methods. The theoretical framework is
based on Gustav Radbruch’s theory of legal certainty and John Rawls’ theory of
justice.

The findings reveal that the current regulatory framework surrounding transfer
pricing is still prone to muitiple interpretations, particularly regarding the selection
of comparables, pricing methods, and the application of fairness in related-party
transactions. Moreover, decisions issued by the Tax Court are often inconsistent,
with some rulings favoring the taxpayer and others supporting the tax authority,
even in cases with similar legal and factual backgrounds. This disparity contributes
to a lack of predictability and legal certainty for taxpayers seeking justice.
Statistical data from 2019 to 2023 show a steady increase in the number of transfer
pricing cases filed with the Tax Court, reflecting the persistent complexity and
ambiguity in tax dispute resolution. The study underscores the importance of
comprehensive regulatory reform, including clearer guidelines on transfer pricing,
standardization of methods, and improved coordination between tax authorities
and judicial institutions.

The research recommends enhancing the institutional capacity of judges and tax
officials, as well as promoting preventive mechanisms such as Advance Pricing
Agreements (APA) and Mutual Agreement Procedures (MAP) to minimize disputes.
These reforms are crucial to ensuring a tax system that upholds fairness, legal
certainty, and transparency.

Keywords: Legal Certainty, Transfer Pricing, Tax Justice, Tax Court, Tax Dispute.
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